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Abstrak  
Pajak merupakan penerimaan negara terbesar di Indonesia yang bertujukan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi kemakmuran rakyat Indonesia, 
maka pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan pajak, baik dari aspek 
regulasi maupun implementasinya. Pasal 21 ayat (3a) UU KUP telah mengatur 
secara tegas hak mendahulu negara dalam memperoleh pelunasan utang 
pajak dari debitur pailit, dimana kurator dilarang membagikan harta Wajib 
Pajak (debitor) dalam pailit kepada kreditur lainnya sebelum menggunakan 
harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian Normatif. Ketentuan hak mendahulu negara 
yang diatur Pasal 21 ayat (3a) UU KUP tidak diadopsi dalam Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, sehingga dalam penerapannya di Pengadilan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
 
Kata kunci: Pajak, Pailit, Hak Mendahulu 
 
 
1. Pendahuluan  
Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, tujuan didirikannya negara Republik 
Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta 
mewujudkan keadilan sosial. Rumusan tujuan negara tersebut menunjukkan bahwa para 
pendiri negara (the founding fathers) kita merumuskan cita-cita bernegara dengan 
membentuk negara kesejahteraan (welfare state). Konsep negara kesejahteraan (welfare 
state) akan terwujud jika negara berperan aktif dalam mengelola dan mengorganisasi 
perekonomian sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945 yang di dalarnnya mencakup 
tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar 
dalam tingkat tertentu bagi warganya (Yohanes, 2012). 
Untuk mencapai tujuan bernegara hingga terbentuk negara kesejahteraan, maka 
negara memerlukan dana yang besar. Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara 
sangat terbatas dan tidak mungkin dieksploitasi secara terus menerus untuk membiayai 
kebutuhan negara. Salah satu sumber pendanaan yang dapat diperoleh adalah berasal 
dari pungutan terhadap warga negara yang dapat dipaksakan berupa “pajak”, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Pajak 
dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-
undang”.  
Mengingat besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap pembangunan 
nasional, maka pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan pajak, baik dari aspek 
regulasi maupun implementasinya. Dari aspek regulasi, saat ini telah diterbitkan 
seperangkat undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan, diantaranya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
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Tahun 2009 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2000 (UU PPDSP).  
Meskipun secara regulasi, ketentuan perpajakan telah diatur sedemikian rupa, 
namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai wajib pajak yang enggan membayar 
pajak atau membayar pajak namun tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar. 
Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh 
tempo pembayaran, maka fiskus dapat melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak 
sebagaimana diatur dalam UU KUP dan UU PPDSP. Dalam praktik, serangkaian 
tindakan penagihan pajak tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Salah satu kendala yang 
dihadapi adalah apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak juga memiliki utang kepada 
pihak lain. Sedangkan harta yang dimilikinya tidak cukup untuk melunasi utang-utang 
tersebut. Dalam kondisi demikian, UU KUP telah mengatur hak mendahulu negara atas 
pelunasan utang pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang 
menyatakan bahwa “Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-
barang milik Penanggung Pajak”.   
Hak mendahulu Negara atas utang pajak tersebut tidak sepenuhnya dapat 
dilaksanakan, khususnya dalam hal Wajib Pajak telah dinyatakan pailit, karena adanya 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga memberikan hak mendahulu 
kepada para kreditur separatis dan kreditur preferen, sebagaimana diatur dalam Pasal 
1133 KUH Perdata yang menyatakan “Hak untuk didahulukan di antara para kreditur 
bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek”. Sementara itu, Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) tidak mengatur secara tegas mengenai 
hak mendahulu Negara dalam pelunasan utang pajak terhadap wajib pajak yang 
dinyatakan pailit. Bahkan sebaliknya, menurut UU Kepailitan dan PKPU, kreditor 
separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa 
kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan 
haknya untuk didahulukan. Hal ini dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam 
melindungi kepentingan Negara maupun kepentingan para kreditur lainnya. Terlebih lagi, 
Negara tidak menguasai jaminan apapun dari Wajib Pajak yang dapat secara langsung 
dieksekusi, apabila Wajib Pajak tidak membayar utang pajaknya, sehingga ketentuan 
mengenai hak mendahulu Negara tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan.  
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam 
artikel ini adalah bagaimana proses hak mendahulu negara dalam memperoleh 
pelunasan utang pajak dari debitur pailit untuk kepastian hukum berdasarkan peraturan 
perundang-undangan?   
 
 
2. Pembahasan 
Pasal 1 angka 1 UU KUP menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut 
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak sebenarnya adalah utang, yaitu utang anggota 
masyarakat kepada masyarakat (Rochmat & Dewi, 2010). Menurut hukum perdata, utang 
adalah perikatan (verbintenis), yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik 
perorangan maupun badan sebagai subyek hukum) untuk melakukan sesuatu, yang 
menjadi hak pihak lainnya (Rochmat, 1990). 
Pajak (utang pajak) adalah perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi 
dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (tatbestand) 
yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada 
negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang 
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secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara (Rochmat & Dewi, 2010). Timbulnya utang pajak membawa 
konsekuensi timbulnya hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara Wajib Pajak dengan 
fiscus (penguasa pemungut pajak). 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, disebutkan 
bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang 
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim 
Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Syarat pailit diatur dalam 
Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Debitor yang 
mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang 
telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik 
atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. 
Hak mendahulu negara untuk pelunasan utang pajak telah diatur dalam Pasal 21 
UU KUP dan Pasal 19 UU PPDSP sebagai berikut. 
Pasal 21 UU KUP mengatur sebagai berikut: 
(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik 
Penanggung Pajak.  
(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan 
biaya penagihan pajak.  
(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, 
kecuali terhadap:   
a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk 
melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;  
b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; 
dan/atau  
c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian 
suatu warisan.  
(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, 
likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan 
dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi 
kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta 
tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. 
(4)  Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 
diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali 
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 
(5)  Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai berikut:   
a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka 
jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung 
sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau  
b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran 
pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas 
akhir penundaan diberikan. 
 
Dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa ayat ini 
menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai 
hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka 
umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. 
Pengaturan Pasal 21 UU KUP dimuat pada Bab IV mengenai Penagihan Pajak. Oleh 
karena itu, penerapan hak mendahulu negara atas utang pajak harus dimaknai dalam 
konteks penagihan pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU KUP, yang 
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menjadi dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan 
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar 
bertambah. Dengan demikian, hak mendahulu untuk utang pajak tidak dapat diterapkan 
apabila belum ada surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) UU 
KUP. 
Hak mendahulu negara dalam UU PPDSP diatur dalam Pasal 19 ayat (6) yang 
menyatakan bahwa ”Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu 
lainnya, kecuali terhadap:  
a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang 
suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;  
b.  biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;  
c.  biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu 
warisan.” 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU KUP jo. Pasal 19 UU PPSDP di atas, maka 
terlihat jelas bahwa pelunasan utang pajak harus didahulukan dari pelunasan utang-utang 
lainnya, kecuali atas biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU 
KUP jo Pasal 19 ayat (6) UU PPSDP. Dalam hal ini, pembuat undang-undang 
menempatkan negara di atas kreditur separatis. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, 
utang pajak merupakan utang khusus di bidang hukum publik, dan karena itu tidak sama 
dengan utang (piutang) yang terjadi dalam bidang hukum perdata. Piutang negara harus 
diberi kedudukan yang lebih utama dari pada piutang perdata, mengingat bahwa pajak-
pajak hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, untuk melangsungkan kehidupan 
negara dan bangsa Indonesia dan seterusnya untuk mencapai masyarakat yang 
sejahtera adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pemikiran itu, 
sudah jelas bahwa kepentingan umum harus dimenangkan dari kepentingan pribadi atau 
individu masing-masing (Rochmat, 1990). 
Dalam KUH Perdata, hak mendahulu negara diatur dalam Pasal 1137 KUH 
Perdata yang menyatakan: “Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan 
umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka 
waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-
hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau 
yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang 
yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan”. Dengan berlakunya UU KUP 
dan UU PPSDP, maka penerapan hak mendahulu negara untuk pelunasan utang pajak 
harus tunduk pada Pasal 21 UU KUP jo. Pasal 19 UU PPSDP, dalam hal ini hak 
mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali atas biaya-
biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU KUP jo Pasal 19 ayat (6) UU 
PPSDP. Hal ini senada dengan pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, yang 
menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata juncto Pasal 21 
ayat (1) dan ayat (3) UU KUP, tagihan pajak adalah hak istimewa yang mendahului 
piutang para kreditor pemegang hak jaminan (secured creditors). Dalam hal harta 
kekayaan debitor pailit dilikuidasi, maka tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang 
merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang 
dijamin dengan hak jaminan (secured creditors) (Sutan, 2016). 
Dalam UU Kepailitan dan PKPU, tidak diatur secara tegas kedudukan negara 
dalam memperoleh pelunasan utang pajak dari Wajib Pajak yang telah dinyatakan pailit. 
Meskipun demikian, adanya kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh debitur 
pailit disebutkan dalam Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 113 UU Kepailitan dan PKPU. 
Pasal 41: 
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(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan 
segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan 
kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.  
(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila 
dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak 
dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya 
mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi 
Kreditor.  
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan 
hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena 
undang-undang. 
Dalam penjelasan Pasal 41 ayat (3) dinyatakan bahwa perbuatan yang wajib 
dilakukan karena Undang-Undang, misalnya, kewajiban pembayaran pajak. Pasal 41 UU 
Kepailitan dan PKPU mengatur tindakan yang disebut actio pauliana. Pasal 41 ayat (3) 
mengatur perkecualian actio pauliana, yaitu terhadap perbuatan hukum Debitor yang 
wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang, diantaranya 
kewajiban pembayaran pajak. Oleh karena itu, pembayaran pajak yang dilakukan oleh 
debitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat dibatalkan. Ketentuan 
ini mencerminkan bahwa UU Kepailitan mengakui adanya kewajiban pelunasan utang 
pajak debitor yang harus diutamakan. Pasal 113 UU Kepailitan dan PKPU mengatur 
bahwa: 
(1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, 
Hakim Pengawas harus menetapkan:  
a. batas akhir pengajuan tagihan;  
b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;  
c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan 
piutang.  
(2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari. 
Pasal 113 dimuat dalam Bab II Bagian Kelima yang mengatur mengenai pencocokan 
piutang. Berdasarkan ketentuan Pasal 113 tersebut, maka dalam waktu 14 (empat belas) 
hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan 
batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu, dan 
tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Dalam pasal ini, pembuat 
undang-undang memisahkan antara batas waktu pengajuan tagihan kreditor dengan 
batas waktu batas waktu verifikasi pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan utang 
pajak dalam proses kepailitan berbeda dengan utang piutang dalam keperdataan. Namun 
sayangnya, UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur lebih lanjut siapa yang melakukan 
verifikasi pajak dan tindakan apa yang dilakukan terhadap hasil verifikasi pajak tersebut. 
Begitu pula halnya pada Bab II Bagian Ketujuh tentang Pemberesan Harta Pailit, tidak 
ada pengaturan mengenai kedudukan negara (dhi. Kantor Pajak) yang memiliki hak atas 
pelunasan utang pajak dari debitor pailit. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU pun tidak 
mewajibkan kurator untuk melakukan konfirmasi dengan Kantor Pajak terkait kewajiban 
perpajakan dari debitor pailit. Dengan ketiadaan pengaturan ini, maka UU Kepailitan dan 
PKPU belum memberikan kepastian hukum atas penerapan hak mendahulu negara 
dalam pelunasan utang pajak dari debitor pailit.  
Dalam permasalahan ini, penulis sependapat dengan pendapat Prof. Dr. Rochmat 
Soemitro diatas, bahwa utang pajak merupakan utang khusus di bidang hukum publik, 
yang tidak dapat dipersamakan dengan utang (piutang) yang terjadi dalam bidang hukum 
perdata. Piutang negara harus diberi kedudukan yang lebih utama dari pada piutang 
perdata. Pasal 21 ayat (3a) UU KUP telah mengatur secara tegas bahwa dalam hal Wajib 
Pajak dinyatakan pailit, maka kurator dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit 
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kepada kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang 
pajak Wajib Pajak tersebut. Bahkan, Pasal 20 ayat (2) huruf e. UU KUP mengatur bahwa 
apabila terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat 
tanda-tanda kepailitan, maka fiskus dapat melakukan “penagihan seketika dan sekaligus” 
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketentuan tersebut menunjukkan 
pelunasan utang pajak harus diutamakan daripada utang perdata lainnya. Oleh karena 
itu, dalam pemberesan harta pailit, kurator harus mempergunakan harta pailit untuk 
melunasi utang pajak debitor terlebih dahulu sebelum membagikan harta pailit kepada 
kreditor yang lain. Namun demikian, ketentuan Pasal 21 ayat (3a) UU KUP tidak 
diadopsi dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum. Untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, baik debitor, kreditor, 
maupun kurator, maka harus ada batas-batas yang jelas dalam penerapan hak 
mendahulu negara untuk pelunasan utang pajak dari debitor pailit tersebut. Merujuk pada 
ketentuan UU KUP juncto UU Kepailitan dan PKPU, penulis berpendapat bahwa untuk 
kepastian hukum proses penerapan hak mendahulu negara untuk pelunasan utang pajak 
dari debitor pailit dilaksanakan dengan batasan-batasan sebagai berikut: 
a. Utang pajak yang didahulukan pelunasannya adalah utang pajak yang tercantum 
dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. 
b. Surat ketetapan pajak tersebut harus telah diterbitkan pada saat debitor dinyatakan 
pailit. 
c. Besarnya utang pajak yang didahulukan harus disampaikan kepada kurator paling 
lambat pada waktu batas akhir verifikasi pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
113 ayat (1) huruf b. UU Kepailitan dan PKPU. 
d. Pada saat besarnya utang pajak disampaikan ke kurator, penagihan pajak belum 
dinyatakan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU KUP. 
 
3. Kesimpulan  
Pasal 21 ayat (3a) UU KUP telah mengatur secara tegas hak mendahulu negara 
dalam memperoleh pelunasan utang pajak dari debitur pailit, dimana kurator dilarang 
membagikan harta Wajib Pajak (debitor) dalam pailit kepada kreditur lainnya sebelum 
menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak. Namun 
ketentuan hak mendahulu negara yang diatur dalam UU KUP tidak diadopsi dalam UU 
Kepailitan dan PKPU, sehingga dalam penerapannya menimbulkan ketidakpastian 
hukum. Oleh karena itu, proses hak mendahulu negara dalam memperoleh pelunasan 
utang pajak dari debitur pailit untuk kepastian hukum berdasarkan ketentuan UU KUP 
juncto UU Kepailitan dan PKPU, dilaksanakan dengan batasan-batasan sebagai berikut:   
a. Utang pajak yang didahulukan pelunasannya adalah utang pajak yang tercantum 
dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali; 
b. Surat ketetapan pajak tersebut harus telah diterbitkan pada saat debitor dinyatakan 
pailit; 
c. Besarnya utang pajak yang didahulukan harus disampaikan kepada kurator paling 
lambat pada waktu batas akhir verifikasi pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
113 ayat (1) huruf b. UU Kepailitan dan PKPU. 
d. Pada saat besarnya utang pajak disampaikan ke kurator, penagihan pajak belum 
dinyatakan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU KUP. 
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